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[SALINAN]

BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROKAN HILIR,

bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan
Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupateh Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); '

3. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun
2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014 Nomor 4);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten
Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2016 Nomor 11);


DELL
SALINAN


MEMUTUSKAN :

Menetapifan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN

MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Pefaturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2
3.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
Bupat} adalah Bupati Rokan Hilir.

Pemerjntah Daerah adalah Bupati Rokan Hilir dan Perangkat Daerah
sebagﬁi unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Badary adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatyan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

aha) yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah

adalalh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Rokan Hilir yang selanjutnya disebut DPMP2TSP.

diatagdan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai
tempgt manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat
tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya
mauppn kegiatan khusus.

Bangynan gedung umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk
ingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun

gedung tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk
ingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, vang dalam
pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan
khusys dan/ataumemiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan
dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.

Bangunan bukan gedung adalah suatu pewujudan fisik hasil pekerjaan
konstfuksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau
seluryhnya berada diatas dan/atau didalam tanah atau air, yang tidak
di akan untuk tempat hunian atau tempat tinggal

Klasiffkasi Bangunan Gedung adalah dasar penggolongan bangunan gedung
terhadap tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat risiko
keb. an, tingkat zonasi gempa, lokasi, ketinggian bangunan, dan
keperpilikan bangunan dari fungsi bangunan gedung sebagai dasar
pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
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Penyelbnggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang
melipyti proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta
pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran bangunan gedung.

faatan bangunan gedung adalah kegiatan memanfaatkan bangunan

araan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta
prasarpna dan sarananya agar selalu laik fungsi.

Perawia.tan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian
bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan

sarang agar bangunan gedung tetap laik fungsi.

Pemerniksaan berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau
sebagian bangunan  gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau
prasatjana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan
kelaikan fungsi bangunan gedung.

Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan
ban, gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan
ban tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan
menusut periode yang dikehendaki.

Pembqngkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh

bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau
adan sarananya.

Bangynan gedung adat adalah bangunan gedung dan lingkungannya yang
dibangun berdasarkan kaidah hukum adat atau tradisi masyarakat hukum
adat sesuai dengan budaya dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat.

Bangynan gedung semi permanen adalah bangunan dimana dari segi
konstjuksi dan umur bangunan dinyatakan 5 (lima) tahun.

PermePbilitas tanah adalah daya serap tanah terhadap air hujan

Garis |Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada
jarak | tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kakitanggul,
tepidenau, tepiwaduk, tepimata air, tepisungaipasangsurut, tepipantai,
asjalap, tepi luar kepala jembatan, tepi pagar, tepi bangunan dan
sejajaf tepi daerah milik jalan rel kereta api yang merupakan batas tanah
yang boleh dantidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.

Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB, adalah
an rsentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai
dasar| bangunan gedung dan luaslahan/tanahperpetakan/daerah
perentanaanyang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata
banguynan dan lingkungan.

Koefisien Daerah Hijau, yang selanjutnya disingkat KDH, adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di Iuar
banginan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan
luas ah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana
ang dan rencana tata bangunan dan lingkungan

Koefigien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB, adalah angka
perseptase perbandingan antara luas seluruh lantai banguna.n gedung dan

tata rhang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
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Koefisien Tapak Basemen, yang selanjutnya disingkat KTB, adalah angka
perser{tase perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah
/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang

cana tata bangunan dan lingkungan.

untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi,
dan/gtau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan
administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan pemohonan IMB, dan
merehabilitasi/renovasi bangunan.

Pemilix bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang,
atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan
ged

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hilir, yang selanjutnya
disingkat RTRW, adalah kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang
menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi
pengefmbangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan
kawadan permukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah yang
akan dliprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perentanaan.

Rencana Detail Tata Ruang, yang selanjutnya disingkat RDTR, adalah
penjalparan dari RTRW ke dalam rencana pemanfaatan wilayah.

Re;%na Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL

ad panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan
pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan
linglkyngan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi,
ketenjuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.

Lingkfingan bangunan gedung adalah lingkungan di sekitar bangunan
gedung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan gedung baik
dari segi sosial, budaya, maupun dari segi ekosistem.

Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim
yang ferdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan
gedurlg untuk memberikan pertimbangan teknis dalamproses penelitian
dokurhen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk
memHberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan
bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus
perkasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu
terseljut.

Laik [fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi
persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi
bangynan gedung yang ditetapkan.

Sertiffkat Laik Fungsi, vang selanjutnya disingkat SLF, adalah sertifikat
yang Hiterbitkan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung
fungs} khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu
bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum
pemanfaatannya.
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Peren¢anaan teknis adalah proses membuat gambar teknis bangunan
gedung dan kelengkapannya yang mengikuti tahapan prarencana,
pengembangan rencana dan penyusunan gambar kerja yang terdiri atas
rencama arsitektur, rencana struktur, rencana mekanikal/elektrikal,
rencana tata ruang luar, rencana tata ruang- dalam/interior serta rencana
spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya, dan perhitungan teknis
pend g sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku.

Pertimjbangan teknis adalah pertimbangan dari TABG yang disusun secara
tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis
bangunan gedung baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan,
pelestarian, maupun pembongkaran bangunan gedung.

Keterdngan Rencana Kabupaten yang selanjutnya disingkat KRK adalah
informyasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang
diberlhkukan oleh Pemerintah Kabupaten lokasi tertentu.

Pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pengaturan,
pembi:'dayaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan tata
pemetiintahan yang baik sehingga setiap penyelenggaraan bangunan gedung
dapat| berlangsung tertib dan tercapai keandalan bangunan gedung yang
sesua] dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.

Instarsi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung di daerah
adalalh Dinas atau bidang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang bangunan gedung di Kabupaten.

Masydrakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan
lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung,
termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang
berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.

Pemeigiksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,
mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan
kewajjban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan bangunan gedung.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Peratyiran Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan IMB
bagi Remerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Peratyiran Bupati ini bertujuan untuk:

a. Meyujudkan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif
dar] persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan tata
ruang, yang diselenggarakan secara tertib untuk menjamin keandalan
tekhis bangunan gedung; dan

b. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan IMB.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lirjgkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. fungsi flan klasifikasibangunan gedung;

b. persyafatan permohonan penerbitan IMB;
c. tata cara penyelenggaraan IMB;




d. retribusgi IMB;
e. dokumen IMB;dan

f. pembi

(1) Pembagian

a. fun
b. fun

BAB II
FUNGSI DAN KELASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Bagian Kesatu
Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung
Pasal 4

fungsi bangunan gedung meliputi:
bsi hunian;
2si keagamaan,;

¢. fungsi usaha;

d. fun
e. fun
(2) Fungs
memi]
(3) Bangt
Nasiol

bsi sosial budaya; dan

rsi khusus

i bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
iki lebih dari 1 (satu) fungsi.

inan gedung didirikan sesuai dengan ketentuan dalam RTRW
nal, RTRW Provinsi Riau, RTRW Kabupaten Rokan Hilir,

RDTR

/ Penetapan Zonasi Kabupaten Rokan Hilir, dan/atau RTBL.
Pasal 5

1 mengenai bangunan gedung fungsi khusus sebagaimana dimaksud
sal 4 ayat (1)huruf e berpedoman kepada peraturan perundangan-

undangamn.

Pasal 6

(1) Klasﬂ' kasi bangunan gedung ditentukan berdasarkan:

cat kompleks1tas,
kat permanensi;
lkat risiko kebakaran;

B3 ap s

(2)

a. bai
b. ban

c. baxj

(3)
dim
a. bar]
b. bar
c. bar

Klasiil
sebag
a. bar
b. bar

()

Klasif.

si gempa;

bangunan gedung berdasarkan tingkat kompleksitas
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

gunan gedung sederhana;

gunan gedung tidak sederhana; dan

gunan gedung khusus.

kasi bangunan gedung berdasarkan tingkat permanensi sebagaimana
sud pada ayat {1) huruf b meliputi:

lgunan gedung darurat atau sementara;

lgunan gedung semi permanen; dan

lgunan gedung permanen.

kasi bangunan gedung berdasarkan tingkat risiko kebakaran
nimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

lounan gedung tingkat risiko kebakaran rendah;

gunan gedung tingkat risiko kebakaran sedang;dan

c. bar

igunan gedung tingkat risiko kebakaran tinggi.
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Klasiffkasi bangunan gedung berdasarkan zonasi gempa, sebagaimana
di sud pada ayat (1) huruf d ditetapkan berdasarkan percepatan puncak
batuah dasar meliputi:

a. zona < 0,05 g;

b. zona 0,05 - 0.1 g;

c.zona 0,1 -0.15 g;

d. zona 0,15- 0.2 g;

e. zong 0,2 -0.25 g;

f. zonp 0,25~ 0.3 g;

g. zona 0,3 -0.4 g;

h.zona 0,4-0,5g;

zona 0,5 - 0,6 g;

zona 0,6 - 0,7 g;

zona 0,7 - 0,8 g;

l. 2onp0,8-0,9 g;

m.zonp 0,9 - 1,0 g;

n.zonp 1,0-1,2¢g;

o.zong 1,2-1,5g;

p- zona 1,5~ 2,0 g; dan

g. zong > 2,0 g.

asi bangunan gedung berdasarkan lokasi sebagaimana dimaksud
yat (1) huruf e meliputi;

an gedung di lokasi padat;

an gedung di lokasi sedang; dan

{eunan gedung di lokasi renggang.

Klasififkasi bangunan gedung berdasarkan ketinggian sebagaimana

nan gedung bertingkat sedang; dan
¢ b nan gedung bertingkat rendah.
Klasiffkasi bangunan gedung berdasarkan kepemilikan sebagaimana
dimalsud pada ayat (1) huruf g meliputi:
a. barigunan gedung milik negara;
b. gedung milik badan usaha; dan
c. b nan gedung milik perorangan.
Bagian Kedua
Klasifikasi Bangunan Gedung nuntuk Penyelenggaraan IMB
Pasal 7

Klasiffkasi bangunan gedung untuk penyelenggaraan IMB ditentukan
berdasarkan kompleksitas bangunan gedung yang meliputi:

a. bartgunan gedung sederhana
b nan gedung tidak sederbana; dans
c. b nan gedung khusus

Bangynan gedung sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
melipuiti :

a. b nan gedung sederhana 1 (satu) lantai; dan

b. barfgunan gedung sederhana 2 (dua) lantai

Bangunan gedung tidak sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf]b meliputi:

a. b nan gedung tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum; dan
b. barfgunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum



BAB III
PERSYARATAN PERMOHONAN PENERBITAN IMB
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

Persyaratdn permohonan penerbitan IMB meliputi:
a. persyarfitan administratif; dan
b. persyaratan teknis.

(1)

()

(1)

@)

(1)

Pasal 9

Setiap| orang dan/atau badan hukum termasuk instansi pemerintah yang

mengdjukan permohonan IMB harus memenuhi seluruh persyaratan

adminjstratif dan persyaratan teknis yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Dalan] pengajuan permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

DPMPRTSP harus:

a. Melayani permchonan IMB sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan
Bugati ini; dan

b. menjyampaikan persyaratan permohonan IMB dengan jelas

Bagian Kedua
Persyaratan Administratif
Paragraf 1
Umum
Pasal 10

Persydratan administratif meliputi:
a. data pemohon;

b. data tanah; dan

c. do en dan surat terkait.

Data pemohon dan data tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a
dan huruf b berlaku sama untuk bangunan gedung sederhana, tidak
sederhana, dan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal7.

Paragraf 2
Data Pemohon
Pasal 11

Data |pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasall0 ayat (1) huruf a
terdiny dari:

a. forgnulir data pemohon; dan

b. do en identitas pemohon.

(2) FormUlir data pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

(3)

memuiat informasi paling sedikit:
a. namma pemohon;

b. alajnat pemohon; dan

c. stafus hak atas tanah.

Dokumen identitas pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
berupa:

a. fotpkopi KTP pemohon atau identitas lainnya; dan

b. sugat kuasa dari pemilik bangunan dalam hal pemohon bukan pemilik

gunan,




(1)

{2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2}

Paragraf 3
Data Tanah
Pasal 12

Data ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat(l) huruf b paling

sediki| memuat:

a. Surat bukti status hak atas tanah yang diterbitkan oleh pemerintah
daegah dan/atau pejabat lain yang diatur dalam peraturan perundang-
un an;

b. datﬁ. kondisi atau situasi tanah yang merupakan data teknis tanah; dan

c. surgt pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa.

Dalam] hal pemilik bangunan gedung bukan pemegang hak atas tanah,
harus| disertakan surat pexjanjwn pemanfaatan atau penggunaan tanah
yang {merupakan perjanjian tertulis antara pemilik bangunan gedung
dengah pemegang hak atas tanah.

Paragraf 4
Dokumen dan Surat Terkait
Pasal 13

Dokurnen dan surat terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
huruffc untuk bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai terdiri dari:

a. fotokopi KRK; dan

b. forrpulir terkait.

Formulir terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b antara lain:
a. Sugat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK;

b. Sugat pernyataan menggunakan persyaratan pokok tahan gempa; dan
¢. surgt pernyataan menggunakan desain prototype.

Pasal 14
Do en dan surat terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
f c untuk bangunan gedung sederhana 2 (dua} lantai terdiri dari:

en pendukung; dan

melipjati:
a. fotgkopi KRK; dan
b. data perencana konstruksi jika menggunakan perencana konstruksi.

Formflir terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b berupa:
a. Sutat pernyataan untuk mengikut: ketentuan dalam KRK; dan
b. sunat pernyataan menggunakan desain prototipe.

Pasal 15

en dan surat terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1) ¢ untuk bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung

a. fotokopi KRK; dan
b. data perencana konstruksi.



(3) Formulir terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b antara lain:
a. Surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK;
b. surdt pernyataan menggunakan perencana konstruksi bersertifikat;
¢. surqt pernyataan menggunakan pelaksana konstruksi bersertifikat; dan
d. surdt pernyataan menggunakan pengawas/manajemen konstruksi yang
bertanggung jawab kepada pemochon.

Pasal 16

Ketent mengenai format persyaratan administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pagsal 9 ayat(1), Pasall layat (2), Pasal 12 ayat (1) huruf ¢, Pdsal 13ayat
(2), Pasal{l4 ayat (3), dan Pasal 15 ayat {3) tercantum dalam Lampiran I yang
merup bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Persyaratan Teknis
Paragraf 1
Umum
Pasal 17

(1) Persﬁratan teknis meliputi:
a. data umum bangunan gedung; dan
b. dokjumen rencana teknis bangunan gedung

(2) Data imum bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
paling sedikit memuat :
a. narha bangunan gedung;
b. al t lokasi bangunan gedung;
c. fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung;
d. junjlah lantai bangunan gedung;
e. lui lantai dasar bangunan gedung;
f. totgl luas lantai bangunan gedung;
g. ketinggian bangunan gedung;

h.l basement;
i j:%‘Iah lantai basement; dan
j- posisi bangunan gedung.
(3) Dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (L) huruf b paling sedikit memuat:
a. rencana arsitektur;
cana struktur; dan

diambil dititik tengah bangunan gedung.

Paragraf 2
Dokurhen Rencana Teknis Bangunan Gedung Sederhana 1 (satuy) Lantai
Pasal 18

(1) Do en rencana teknis bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai dapat
disedjakan sendiri oleh pemohoti dengan ketentuan sebagai berikut:
a. memenuhi persyaratan pokok tahan gempa; dan
b. menggunakan desain prototipe bangunan gedung sederhana 1 (satu)
lantai.

(2} De prototype sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b' ditetapkan
sesugdi dengan kondisi daerah Kabupaten Rokan Hilir,



(3) Dalam hal tidak menggunakan desain prototipe sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, pemohon harus menyediakan dokumen rencana

teknis

(4) Dokurhen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
digambpar oleh:
a. pergncana konstruksi; atau
b. penjohon.

(5) Dokuthen rencana teknis yang digambar oleh pemohon sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat digambar secara sederhana dengan
informjasi yang lengkap.

{6) Persygratan pokok tahan gempa dan desain prototipe bangunan gedung
sederifana 1 (satu) lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam| Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupatj ini.
Paragraf 3
Dokurhen Rencana Teknis Bangunan Gedung Sederhana 2 (dua) Lantai
Pasal 19

di an oleh pemohon dengan menggunakan jasa perencana kbnstruksi.

(2) D hal pemohon tidak mampu menggunakan jasa perencana konstruksi,
dokuthen rencana teknis disediakan sendiri oleh pemohon dengan
men akan desain prototipe bangunan gedung sederhana2 (duaj lantai.

(1) Dokugnen rencana teknis bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai
sedf:('

(3) Desaih prototipe bangunan gedung 2 (dua) lantai sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan oleh Dinas terkait atas nama Bupati.

(4) Desaih prototype yang ditetapkan oleh Dinas terkait Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kondisi daerah.

Pasal 20

(1) Dokujnen rencana teknis bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai
seba%aimana dimaksud dalam Pasal 19 paling sedikit memuat:
a. rencana arsitektur;
b. r:::]:ana struktur, dan
c. rericana utilitas.

(2) Renc.i_na arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling
sedik{t memuat:
a. gathbar situasi atau rencana tapak;
b. gambar denah;
c. garpbar tampak; dan
d. gambar potongan.

(3) Rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling
sedikit memuat:
a. gampbar rencana pondasi termasuk detailnya; dan
b. gathbar rencana kolom, balok, platdan detailnya.

(4) Rencgna utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ paling sedikit
memupiat:
a. Gajnbar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air bersih, air kotor,
li;:lbah cair, dan limbah padat;




b. gambar jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan

pencahayaan; dan
e gailbar pengelolaan air hujan dan sistem drainase dalam tapak.

Paragraf 4
Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung Tidak
Sederhana dan Bangunan Gedung Khusus
Pasal 21

Dokumer] rencana teknis bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan
gedung khusus harus disediakan oleh pemohon dengan menggunakan
perencang konstruksi.

(1)

2

(3)

Pasal 22

Dokufnen rencana teknis bangunan gedung tidak sederhana dan
bangynan gedung khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 paling
sedikit memuat:

a. renfana arsitektur;

b. rentana struktur; dan

c¢. rengana utilitas.

Rencdna arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling
set:iili-1 memuat:

a. gambar situasi atau rencana tapak;

b. gambar denah;

c. gampbar tampak;

b. gathbar potongan;

bar detail arsitektur; dan

ifikasi umum perampungan bangunan gedung.

Rencgdna struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling
ikft memuat:

itungan struktur untuk bangunan gedung dengan ketinggian mulai
3 (tiga) lantai, dengan bentang struktur lebih dari 3 (tiga) meter,

b. hasil penyelidikan tanah;

c. gambar rencana pondasi termasuk detailnya;

d. gambar rencana kolom, balok, plat dan detailnya;

e. gathbar rencana rangka atap, penutup, dan detailnya,
sifikasi umum struktur; dan

ifikasi khusus.

hal bangunan gedung memiliki basemenf, rencana struktur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disertai dengan
rencana basement termasuk detailnya.

hal spesifikasi umum dan spesifikasi khusus sebagaimana dimaksud

kebutuhan listrik, penampungan dan pengolahan limbah cair dan padat,
dan beban kelola air hujan;

b. perhitungan tingkat kebisingan dan/atau getaran;

c. gathbar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air bersih, air kotor,
limbpah cair, limbah padat, dan persampahan;




d. garhbar sistem pengelolaan air hujan dan drainase dalam tapak;

e. gathbar sistem instalasi listrik yang terdiri dari gambar sumber listrik,
jaringan, dan pencahayaan;

f. garhbar sistem proteksi kebakaran yang disesuaikan dengan tingkat risiko

ket

akaran;

g. gathbar sistem penghawaan/ventilast alami dan buatan;
h. gapbar sistem transportasi vertikal;

1. garpbar sistem komunikasi intern dan ekstern;

j. garpbar sistem penangkal/proteksi petir; dan

k.s

sifikasi umum utilitas bangunan gedung.

{7) Penyysunan dokumen rencana teknis bangunan gedung harus mengacu

pada

persyaratan teknis bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan

Rencana
memuat

dang-undangan.

Pasal 23

arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) harus
rencana penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang

disabilitalssesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengatu

BAB IV
TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 24

penyelenggaraan IMB meliputi:

a. pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung;

b. pemb
¢. tahap
d. IMB bg
e. Jangks
f. Perubsg
g. Pembe

ian kewenangan penerbitan IMB;
penyelenggaraan IMB;
rtahap;
| waktu proses permohonan dan penerbitan IMB;
han rencana teknis dalam tahap pelaksanaan konstruksi;
kuan dan pencabutan IMB;

i. IMB

tuk bangunan gedung yang dibangun kolektif;dan

h. Penda%aan bangunan gedung;

j. Tata Chra PengajuanPermohonan Izin Mendirikan Bangunan

(1) Pengd
dalan
a. per

ge

Bagian Kedua
Pengendalian Penyelenggaraan Bangunan Gedung
Pasal 25

ndalian penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud
1 Pasal 24 huruf a diatur melalui penerbitan IMB untuk:

nbangunan bangunan gedung baru, dan/atau prasarana bangunan
ung;

b. ren
Ime
c. reh
me]

vasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung,
iputi pembaruan, peremajaan atau penyempurnaan;

abilitasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung
alui upaya pemulihan kondisi suatu bangunan gedung cagar budaya

aga
c

dapat dimanfaatkan secara efisien untuk fungsi kekinian dengan
perbaikan atau perubahan tertentu dengan tetap menjaga nilai

kegejarahan, arsitektur, dan budaya; dan
d. pelestarian atau pemugaran.



(2) Penerpitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
kegiatan:
a. Perletapan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung;dan
b. perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.

Pasal 26

(1) Penctppan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud
dalan] Pasal 25 ayat (2) huruf a melalui mekanisme:
a. Perpilik bangunan gedung mengusulkan fungsi dan klasifikasi bangunan
gedung dalam permohonan IMB; dan
b. Bupati menetapkan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.

(2) Perubahan fungsi dan  Kklasifikasi bangunan gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25ayat (2) huruf b melalui mekanisme:

a. Pethilik bangunan gedung mengusulkan permohonan baru IMB dengan
mehgajukan dokumen rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan
peruntukan lokasi yang diaturdalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi

Riau, RTRW Kabupaten Rokan Hilir, RDTR/Penetapan Zonasi Kabupaten

Ro Hilir, dan/atau RTBL; dan

b. perpilik bangunan gedung memenuhi persyaratan administratif dan
pergyaratan teknis bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Apabfla Kabupaten Rokan Hilir belum memiliki RTRW, dan/atau
RDTR/Penetapan Zonasi, dan/atau RTBL, Bupati melalui instansi terkait
mene}pbitkan IMB yang berlaku sementara.

(4) IMB yang berlaku sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai
ketenguan peraturan perundang- undangan.

(5) Apabjla RTRW Kabupaten Rokan Hilir, dan/atau RDTR/Penctapan Zonasi
kabupaten, dan/atau RTBL untuk lokasi yang bersangkutan sebagaimana
sud pada ayat (3) telah ditetapkan, fungsi bangunan gedung yang

telah [ditetapkan dilakukan penyesuaian paling lama 5 (lima) tahun, kecuali
rumah tinggal tunggal paling lama 10 (sepuluh) tahun, sejak

g.

(6) Dalarth penyesuaian fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud
padagyat (5), pemilik bangunan gedung harus mengajukan permohonan
peruljahan IMB.

Bagian Ketiga
Pembagian Kewenangan Penerbitan IMB
Pasal 27

(1) Pembagian kewenangan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal|24 huruf b diatur sebagai berikut:
a. DPMPTSP menerbitkan IMB untuk bangunan gedung sederhana, tidak
sederhana, dan khusus; dan
b.Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan IMB untuk
bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai kepada kecamatan.

(2) Dalarh hal penerbitan IMB untuk bangunan gedung sederhanal(satu) lantai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bupati harus:
a. mejakukan mekanisme pembinaan dan pengawasan;
b. mengalokasikan anggaran biaya operasional penerbitan IMB;
b. memberikan pelatihan sumber daya manusia; dan
c. mepgkompilasi data bangunan gedung berdasarkan penerbitan IMB
di kecamatan.




Bagian Keempat
Tahapan Penyelenggaraan IMB
Paragraf 1
Umum
Pasal 28

Tahapan penyelenggaraan IMB meliputi:
a. proses prapermohonan IMB;

b. proses permohonan IMB;

c. proses penerbitan IMB; dan

d. pelayanan administrasi IMB

Paragraf 2
Proses Prapermohonan IMB
Pasal 29

Proses pfapermohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal28 huruf a

meliputi:

a. permolionan KRK oleh pemohon kepada Bupati melalui Dinas pekerjaan
Umumjdan Penataan Ruang; dan

b. penyathpaian informasi persyaratan permohonan penerbitan IMB oleh Dinas
pekerjdan Umum dan Penataan Ruang kepada pemohon.

Pasal 30

(1) Pemohon harus mengajukan permohonan KRK sebelum mengajukan
perméhonan IMB.

(2) Pemophon KRK harus mengisi surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan

ah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan
yang diizinkan;

is sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang
sibeins ,

: maksimum yang diizinkan;

f. KLB maksimum yang diizinkan;

g. KDH minimum yang diwajibkan;

h. KTB maksimum yang diizinkan;

i. jaringan utilitas kota; dan

j- keterangan lainnya yang terkait

®)




Pasal 31

(1) Dinas] PMPTSP harus menyampaikan informasi persyaratan permohonan

pener
(2) Dal

bitan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b.

hal rencana pengajuan permohonan IMB bangunan gedung
ana, Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus

(1) Pemokhon

dari i
sederl
ketent

(2} Perizi
ayat (
a. An
b. Up

sed:?&[l
mcny]unpajkan informasi mengenai desain prototipe dan persyaratan pokok

gempa.
Pasal 32

harus mengurus perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain
hstansi berwenang untuk permohonan IMB bangunan gedung tidak
hana untuk kepentingan umum dan bangunan khusus sesuai
an peraturan perundang-undangan.

nandan/atau rekomendasi teknis lain sebagaimana dimaksud pada
) antara lain:

lisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);

wva Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan

(U

UPL);

c. Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan(KKOP); dan

d. S

(1) Prose

t Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT).
Paragraf 3
Proses PermohonanIMB
Pasal 33

permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat

(1)huguf b merupakan pengajuan surat permohonan IMB kepada DPMPTSP

deng

teknig.

(2) DPMF
pemet

persy
(3) Dalan

(4) Penge

melampirkan dokumen persyaratan administrativé dan persyaratan

TSP sebagaimana dimaksud pada ayat(l) harus melakukan
iksaan kelengkapan dokumen persyaratan administratif dan
tan teknis.

al persyaratan administratifdan/atau persyaratan teknis tidak

h
lengktEj DPMPTSP mengembalikan dokumen permohonan IMB.

(3)dilq

Proses pe
meliputi:
a. penilat
b. persety

[mba]ian dokumen permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat
ngkapi surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan.

Paragraf 4
Proses Penerbitan IMB
Pasal 34

nerbitan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat[(l] huruf ¢

an dokumen rencana teknis;
jjuan tertulis; dan

c. penerb

itan dokumen IMB.

Pasal 35

(1) Penilgian dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal34

huru

a merupakan evaluasi terhadap dokumen rencana teknis dengan

memperhatikan data umum bangunan gedung,



)

(3)

)

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(1)

)

Penildian dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana
dimalksud pada ayat (1) dilakukan mengikuti persyaratan tekms' bangunan
gedurlg sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal dokumen rencana teknis tidak sesuai dengan persyaratan teknis
bangynan gedung, DPMPTSP mengembalikan surat permohonan IMB,
dokurnen persyaratan administratif, dan dokumen persyaratan teknis.

Pengembalian surat permohonan IMB, dokumen persyaratan administratif,
da.n okumen persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
pi surat pemberitahuan hasil penilaian dokumen rencana teknis.

Pasal 36

hal penilaian dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud
Pasal 34 huruf a untuk bangunan gedung tidak sederhana untuk

mendapatkan pertimbangan teknis dari TABG.

Pertithbangan teknis yang disusun oleh TABG sebagaimana diméksud pada
ayat (1) merupakan masukan untuk memberikan persetujuan pemenuhan
persyaratan teknis oleh DPUTR.

Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1} sebagai
kesimpulan dari hasil pengkajian berupa mnasihat, pendapat, dan
pertithbangan profesional secara tertulis.

TABG memberikan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) setelah melakukan pengkajian terhadap pemenuhan kesesuaian

persypratan teknis dengan ketentuan meliputi:

a. furigsi bangunan gedung;

b. klasifikasi fungsi bangunan gedung;

c. persyaratan teknis bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan
umum dan bangunan khusus

d. persyaratan bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting
terhadap lingkungan;

e. tata bangunan; dan

f. kedndalan bangunan gedung.

TABG memiliki batas waktu dalam melakukan pengkajian pemenuhan

persyaratan teknis meliputi;

a. Bapgunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan
baggunan gedung khusus dengan ketinggian 1 (satu} sampai dengan 8
(dejapan) lantai paling lama 8 (delapan) hari kerja; dan

b. Bapgunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan
bajgunan gedung khusus dengan ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai
paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja.

Pasal 37

Pertithbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)
menyptakan

a. dolumen sesuai dengan persyaratan teknis; atau

b. dokumen tidak sesuai dengan persyaratan teknis.

Terhadap pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, ‘iﬁrﬁ‘r memberikan saran teknis pada bagian yang tidak sesuai dengan
per atan teknis.




(3) Pertinlbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat
final,

(4) Dalanj hal dokumen tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana
dimaWllsud pada ayat (1) huruf b DPUTR mengembalikan surat permohonan
IMB, dokumen persyaratan administrative dan dokumen persyaratan teknis
kepada pemohon. |

(5) Dal hal pertimbangan teknis menyatakan dokumen tidak ses{,.lai dengan
persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat(l) huruf b pemohon
dapatimengajukan permohonan IMB yang baru.

Pasal 38

(1) DPUTR membuat persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34 huyuf batas dokumen rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan
teknig bangunan gedung;
(2) Persefujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Parpf pada setiap lembar dokumen rencana teknis; dan
b. surpt persetujuan dokumen teknis.
uj

(3) Perse
mel

uan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh petugas yang
kan penilaian dokumen rencana teknis.

Pasal 39

(1) Penerpitan dokumen IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf
dilakganakan melalui mekanisme:
a. DPYTR menghitung dan menetapkan nilai retribusi;
b. Perhohon melakukan pembayaran retribusi dan menyerahkan bukti
pembayaran retribusi (Surat Setor Retribusi Daerah) kepada DPUTR;
¢. DPUTR mengesahkan dokumen rencana teknis; dan
d. DPUTR menerbitkan dokumen IMB.

itungan dan penetapan nilai retribusi sebagaimana dimaksud pada
) huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

an dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada

) huruf ¢ dilakukan dengan pembubuhan tanda tangan dan cap pada
dokumen rencana teknis oleh pejabat DPMPTSP yang berwenang sesuai
an peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pelayanan Administrasi IMB
Pasal 40

Pelayanah administrasi IMB meliputi:

a. Pembuatan duplikat dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti
dokumgen IMB vang hilang atau rusak, dengan melampirkan surat keterangan
hilang |dari instansi yang berwenang;

b. pemecahan dokumen IMB sesuai dengan perubahan pemecahan dokumen
IMB dan/atau kepemilikan tanah dan perubahan data lainnya, atas
permolonan yang bersangkutan; dan

¢, permolhonan IMB untuk bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum
memiliki IMB.




Pasal 41

Tahapan penyelenggaraan IMB berdasarkan penggolongan bangunan
sebagaimdna dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, dan huruf ¢ sesuai
dengan Lgmpiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini

Pasal 42

Ketentu mengenai format surat pemberitahuan kelengkapan, surat
pemberitahuan hasil penilaian dokumen rencana teknis, surat pertimbangan
teknis oleh TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 35,dan Pasal
36 sesuai| dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Pera Bupati ini.

Bagian Kelima
IMB Bertahap
Pasal 43

Pada permhbangunan bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan
umumd bangunan gedung khusus, DPUTR mempertimbangkan penerbitan
IMB be ap yang merupakan satu kesatuan dokumen sepanjang tidak
melampayii batas waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

(1) DPUTR dapat menerbitkan IMB bertahap sebagaimana dimaksud dalam
Pasal]l 43 untuk bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan
umum dan bangunan gedung khusus dengan ketentuan:

a. Memiliki ketinggian bangunan lebih dari 8 (delapan) lantai dan/atau luas
barlgunan diatas 2000 (dua ribu} meter persegi; dan
b. mepggunakan pondasi dalam lebih dari 2 (dua) meter.

(2) Penerpitan IMB bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan
melalfii proses penerbitan IMB pondasi dan dilanjutkan dengan penerbitan
IMB.

(3) Peng%uan permohonan IMB bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harug dilakukan dalam waktu bersamaan dalam satu kesatuan dokumen
perméhonan.

Bagian Keenam
Jangka Waktu Proses Permohonan dan Penerbitan IMB.
Pasal 45

waktu proses permohonan dan penerbitan IMB dihitung sejak
juan permohonan IMB meliputi:

a. IMB bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai paling lama 3 (tiga) hari
kenja;
b. IMB bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai paling lama 4 (empat)

haii kerja;

c. IMB bangunan gedung tidak sederhana bukan untuk kepentingan

paling lama 7 (tujuh) hari kerja;

d. IMB bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan
bangunan gedung khusus dengan ketinggian 1 (satu) sampai dengan 8
(delapan) lantai paling lama 12 {dua belas) hari kerja;



e. IMB| bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan ymum dan

{2) Keten
danpe
Tahap

Perubaha
dimaksud
a. perubal

dengan|

permul
jaringaj
b. peruba]
seperti
jumlah

gedung khusus dengan ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai
g lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan

an lebih jelas mengenai jangka waktu proses permohonan
erbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat {1} sesuai dengan
Penyelenggaraan IMB sebagaimana diatur dalam Lampiran III.

Bagian Ketujuh
Perubahan Rencana Teknis
Dalam Tahap Pelaksanaan Konstruksi
Pasal 46

h rencana teknis dalam tahap pelaksanaan konstruksi sebagaimana
dalam Pasal 24 huruf f antara lain:

nan akibat kondisi, ukuran lahan kavling atau persil yang tidak sesuai
rencana teknisdan/atau adanya kondisi eksisting di bawah
aan tanah yang tidak dapat diubah atau dipindahkan seperti
1 prasarana dan benda cagar budaya;

nan akibat perkembangan kebutuhan pemilik bangune;tn gedung
penampilan arsitektur, penambahan atau pengurangan luas dan
lantai, dan tata ruang-dalam; dan

c¢. peruba]

Proses a

han fungsi atas permintaan pemilik bangunan.
Pasal 47

inistrasi perubahan perizinan meliputi:

a. perubahan rencana teknis yang dilakukan untuk penyesuaian dengan

kondisi
dalam |
b. pcruba]
s’.t.ru.kn1

c. perub.

lapangan dan tidak mempengaruhi system struktur dituangkan

zambar terbangun (as builtdrawings);
han rencana teknis yang mengakibatkan perubahan pada arsitektur,

r, danutilitas harus melalui permohonan baru IMB; dan
an rencanateknis karena perubahan fungsi harus melalui proses

permofjonan barudengan proses sesuai dengan penggolongan bangunan
gedung untuk penyelenggaraan IMB.

(1) Pelan
dengd
dan p

(2) Kete
terpi

Bagian Kedelapan
Pembekuan dan Pencabutan IMB

Pasal 48

Fr,garan padamasa konstruksi bangunan gedung yang tidak sesuai
n dokumen IMB dikenakan sanksi administrative berupa pembekuan
encabutan IMB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

tuan teknis mengena ipembekuan dan pencabutan IMB diatur secara

dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Pendataan Bangunan Gedung
Pasal 49

(1} Pendgtaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h

dil

kan bersamaan dengan proses penerbitan IMB.



(2) Pendataan bangunan gedung baru dilakukan berdasarkan data pada surat
permghonan IMB.

(3} Pend bangunan gedung harus dilakukan secara keseluruhan dengan
systerth terkomputerisasi paling lama 3 (tiga) tahun setelah difindangkan
Pera Bupati ini.

{4) Pend bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis pendataan bangunan gedung.
Pasal 50
IMB be gsi sebagai prasyarat untuk mendapatkan pelayanan utilitas umum
antara penyambungan jaringan listrik, air minum, telepon, dan gas.
Bagian Kesepuluh
IMB Untuk Bangunan Gedung yang Dibangun Kolektif
Pasal 51

Penyelendgaraan IMB untuk bangunan gedung yang dibangun kolektif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i, seperti bangunan gedung
hunian rimah tinggal tunggal, dan rumah deret di satu kawasan, prinsipnya
mengikutj proses penyelenggaraan IMB pada bangunan gedung tidak sederhana
bukan urntuk kepentingan umum.

Bagian Kesebelas
Penyelenggaraan IMB
Pasal 52

(1) Penyelenggaraan IMB di Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud
dalani Pasal 24 huruf j merupakan bagian dari pengaturan penyelenggaraan
bangunan gedung di daerah.

(2) Penyelenggaraan bangunan gedung di daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat riigl] merupakan pelaksanaan peraturan dacrah tentang bangunan
gedure.

BABV
RETRIBUSI IMB
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 53

RetribusilMB meliputi:

a. jenis kegiatan dan objek yang dikenakan retribusi;
b. penghifungan retribusi IMB;

c. indeks jpenghitungan besarnya retribusi IMB;dan
d. harga datuan (tarif) retribusi IMB.

Bagian Kedua
Jenis Kegiatan dan Objek yang Dikenakan Retribusi
Pasal 54

(1) Jenis kegiatan yang dikenakan retribusi IMB sebagaimana dimaksud
d Pasal53 huruf a meliputi:
a. pembangunan baru;
b. rehabilitasi atau renovasi berupa perbaikan atau perawatan perubahan,
perjuasan atau pengurangan; dan
c. pelgstarian atau pemugaran,



(2) Objekjyang dikenakan retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
hurufla meliputi:
a. barfgunan gedung; dan
b. prafarana bangunan gedung.

Pasal 55

(1) Nilai fetribusi IMB Pondasi mengikuti nilai retribusi IMB yang dihitung
semeritara oleh Dinas terkait.

(2) Nilai petribusi IMB Pondasi dibayarkan sebagian dari nilai retribusi IMB
berdasarkan perhitungan sementara oleh pemohon sebelum IMB Pondasi
diterbijtkan. '

(3) Saat pengambilan Surat Keterangan Retribusi Daerah(SKRD) IMB pondasi,
pemolion wajib menyerahkan

{4) Untulf dapat memperoleh dokumen IMB, pemohon harus membayar nilai
retribisi IMB vang tersisa berdasarkan perhitungan kembali yvang rinci oleh
Dinasjterkait.

Bagian Keempat
Penghitungan Retribusi IMB
Pasal 56

Penghitu retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b
meliputi:

a. kompohen retribusi dan biaya;

b. penghifungan besarnya retribusi; dan

c. tingkaf] penggunaan jasa.

Pasgal 57

Komponeh retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a

meliputi:

a. Retribysi pembinaan penyelenggaraaan bangunan gedung untuk kegiatan
pembahgunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran; atau

b. Retribysi administrasi IMB meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan
duplikgt dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB
yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik
bangugan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya; dan

¢. Retribusl penyediaan formulir Permohonan IMB, termasuk biaya Pendaftaran
Bangupan Gedung.

Pasal 58

(1) Penglitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
huruflb meliputi:
a. be va retribusi yang dihitung; dan
b. perighitungan besarnya retribusi mengikuti rumus

(2) Besarpya retribusi yang dihitung dengan penetapan meliputi:

a. Kothponen retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ditetapkan
seshai permohonan yang diajukan;

b. lingkup kegiatan yang meliputi pembangunan bangunan gedung baru,
rehabilitasi atau renovasi bangunan gedung meliputi perbaikan atau
perpwatan, perubahan, perluasan atau pengurangan, dan pelestarian
atali pemugaran; dan




c. volyme atau besaran Kegiatan, indeks, hargasatuan retribusi untuk
an gedung, dan untuk prasarana bangunan gedung.

itungan besarnya retribusi mengikuti rumus meliputi:

¢. pempbangunan prasarana bangunan gedung

Pasal 59
Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c atas
pemberiah layanan IMB menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi

penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana
gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses
dengan cakupan kegiatan.

Bagian Kelima
Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi IMB
Pasal 60

Indeks pdnghitungan besarnya retribusi IMB meliputi:
a. penetapan indeks tingkat penggunaan jasa;
b. skala ifideks; dan
c. daftar kode
Pasal 61

(1) Penethpan indeks tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasall 60 huruf a sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi

mendapatkan besarnya retribusi meliputi:

a. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung; dan

ks untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan

ng.

suntuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung ditetapkan

merintah daerah berdasarkan fungsi dan klasifikasi setiap bangunan

ig dengan mempertimbangkan spesifikasi bangunan gedung pada:

t kompleksitas;

kat permanensi;

t risiko kebakaran bangunan gedung;

t zonasi gempa di kawasan setempat;

adatan bangunan gedung diperuntukan lokasi pembangunan;

nggian atau jumlah lantai;

emilikan bangunan gedung; dan

waktu penggunaan bangunan gedung.

(2) Inde

Pasal 62

Skala irldeks sebagaimana dimaksud dalamPasal 60 hurufb ditetapkan
berdasar peringkat terendah hingga tertinggi dengan mempertimbangkan
kewajarah perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa.

Pasal 63

Daftar Rkode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hurufi ¢ untuk
mengidentifikasi indeks penghitungan retribusi IMB guna ketertiban
administfasi dan transparansi.



(1)

(2)

(1)

@)

(3)

4

Bagian Keenam
Harga Satuan atau Tarif Retribusi IMB
Paragraf 1
Lingkup Harga Satuan atau Tarif Retribusi IMB
Pasal 64

Hargd satuan atau tarif retribusi IMB ditetapkanoleh Bupati sesuai dengan
1 t skala wilayah administrative Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan
t kemampuan ekonomi masyarakat dan pertimbangan lainnya harus
dengan ketentuan peraturan perundang—undangan.

a. b gunan gedung; dan
b. prgsarana bangunan gedung.

Paragraf 2
Harga Satuan atau Tarif Retribusi IMB Bangunan Gedung
Pasal 65

Hargd satuan atau tariff retribusi IMB pada bangunan gedung sebagalma.na

dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a meliputi:

a. Harga satuan retribusi dinyatakan per-satuan luas lantai bangunan
bangunan gedung (m? yang nilainya ditetapkan sesuai dengan
penggolongan peringkat skala;

b. Pefjetapan besar harga satuan retribusi dalam satu provinsi;

c. Hafga satuan retribusi bangunan gedung hanyal (satu) tarif dalam
wil r=1y:s1h Kabupaten Rokan Hilir.

satuan retribusi dinyatakan per-satuan luas lantai bangunan
an gedung (m?® vyang nﬂainya ditetapkan sesuai dengan

sud pada ayat (1) huruf b dapat ditetapkan bahwa harga satuan
si sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat melebihi harga
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Harga satuan retribusi bangunan gedung hanya 1 (satu) tariff dalam wilayah
Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hu,Lruf ¢ harus

s teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah

i luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya;

s bagian bangunan gedung seperti kanopi dan pergola yang berkolom
dilfitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya;

d. lugs bagian bangunan gedung seperti kanopi dan pergola tanpa kolom
dihjitung setengah dari luas yang  dibatasi oleh garis tepi atap
kohstruksi tersebut; dan

e. lugs overstek atau luifel dihitung setengah dariluas yang dibatasi oleh
gagis tepi konstruksi tersebut. '




3
Harga Satuan atau Tarif Retribusi IMB Prasarana Bangunan

Gedung
Pasal 66
(1) Hargq satuan atau tariff retribusi IMB pada prasarana bangunan gedung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b ditetapkan sesuai
dengamn penggolongan peringkat skala wilayah, meliputi :
a. Ke atan Tipe A; dan

matan Tipe B

prasarana dan satuan untuk penetapan harga satuan atau tariff

si IMB ditetapkan sesuai dengan penggolongan peringkat skala
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

struksi pembatas, pengaman, atau penahan, per-mz2;

struksi penanda masuk lokasi, per-m’ atau unit standar;

struksi perkerasan, per-m2;

struksi penghubung, per-m2, atau unit standar;

struksi kolam atau reservoir bawah tanah,per- m2;

struksi menara, per-unit standar dan pertambahannya;

struksi monumen, per-unit standar dan pertambahannya;

struksi instalasi atau gardu, per-m2;

{2) Jenis

Pasal 67

Ketenntuah mengenai Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal S5 ayat
(3), Pev.sa.lT 57, Pasal 58, Pasal 60, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 sesuai dengan
Lampirar V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratu[h'an Bupati

BAB VI
DOKUMEN IMB
Pasal 68

(1) Dokumen IMB diterbitkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Do en JMB sebagaimana dimaksud pada ayat {l) ditandatangani oleh
Dinag Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas nama Bupati.

(3) Contgh dokumen IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
LampiranVl yang merupakan bagian tidak terpisahkan claa:r‘iF Peraturan
Bupatli ini.

BAB VII
PEMBINAAN
Bagian Kesatu
Pembinaan Pelaksanaan
Pasal 69

(1) Pembjnaan penyelenggaraan bangunan gedung dilakukan Bupati melalui
kegiatan pemberdayaan, dan pengawasan agar penyelenggaraan bangunan
geduﬁg dapat berlangsung tertib dan tercapai ke andalan ba.nguq:an gedung
yang sesual dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.

(2) Pembinaan yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimsasksud pada ayat
(1) difujukan kepada penyelenggara bangunan gedung.



Pasal 70

(1) Pembgrdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dilakukan

tan kesadaran akan hak, kewajiban dan peran dalam
penyelenggaraan bangunan gedung melalui pendataan, sosialisasi,
diseminasi, dan pelatihan.

Pasal 71

Pemberddyaan terhadap masyarakat yang belum mampu memenuhi

persyara teknis bangunan gedung dilakukan bersama-sama dengan

masyarallat yang terkait dengan bangunan gedung melalui :

a. pendarppingan pembangunan bangunan gedung secara bertahap;

b. pembegian bantuan percontohan rumah tinggal yang memenuhi persyaratan
teknis;{dan/atau

c. ban penataan bangunan dan lingkungan yang sehat dan serasi.

BAB VIII
PERAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Pemantanan dan Penjagaan Ketertiban
Pasal 72

penyelenggaraan bangunan gedung, masyarakat dapat berperan
untuf memantau dan menjaga ketertiban, baik dalam kegiatan

obje

(3) Masygrakat melakukan pemantauan melalui kegiatan pengamatan,
paian masukan, usulan, dan pengaduan.

{(4) Dal melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
masyarakat dapat melakukannya baik secara perorangan, kelompok,
organysasi kemasyarakatan, maupun melalui TABG.

(5) Berdasarkan pemantauannya, masyarakat melaporkan secara tertulis
kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah terhadap :
a. indjkasi bangunan gedung yang tidak laik fungsi; dan/atau
b. barfgunan gedung yang pembangunan, pemanfaatan, pelestarian,
dat}/atau pembongkarannya berpotensi menimbulkan gangguan
darj/atau bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan lingkungannya.

BAB IX
PENGAWASAN PELAKSANAAN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 73

(1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan Peraturan
Bupati ini melalui mekanisme penerbitan IMB gedung dan SLF bangunan
gedur]g, serta surat persetujuan dan penetapan pembongkaran bangunan
gedunlg.



(2) Bupatj dapat melibatkan peran masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan
penerapan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

(1) Penga
Dinas

(2) Penga
Kec

(3) D

Pasal 74

wasan terhadap pelaksanaan mendirikan bangunan dilakukan oleh
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

wasan sebagaimana dimaksud ayat 1) dapat dilimpahkan pada
tan setempat.

melakukan pengawasan, petugas dari OPD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) berwenang:

suki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan mendirikan
gunan setiap saat pada jam kerja; dan
nerintahkan kepada pelaksana dan/atau pemilik bangunan untuk
gubah, memperbaiki, membongkar atau menghentikan sementara
jatan mendirikan bangunan apabila pelaksanaannya ti sesuai

(4) Apabi
lampi
(5) Pe
ban

an IMB.

a dipandang perlu petugas dapat meminta agar IMB bersama
annya diperlihatkan.

s dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan mendirikan
nan harus menunjukkan kartu tanda pengenal.

Pasal 75

Pengawadan pelaksanaan mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 74{ayat (1) meliputi pemeriksaan kesesuaian fungsi, persyaratan tata

bangu

, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan terhadap

IMB yang telah diterbitkan.

(1) Pemil;

BAB X
Sanksi Administrasi
Pasal 76

[k atau pengguna bangunan gedung yang melanggar ketentuan

Peratiiran Bupati ini dikenakan sanksi administratif, berupa :

a. per;
b. per
¢. per

per
d. per
e. pen
f. pen
g. pen
h. per
1. per
Selair]
(1) da

(2)

Ingatan tertulis;

hbatasan kegiatan pembangunan;

ghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan
1bangunan;

ghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
nbekuan IMB;

cabutan IMB;

[Jbekuan SLF bangunan gedung;

lcabt;ltam SLF bangunan gedung; atau

intah pembongkaran bangunan gedung.

| pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat
pat dikenai sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh per sératus] dari

nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.

(3) Jenis

pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat {2)

ditenfukan oleh berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan.



BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peratur

Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati inij{dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Diundan
pada ta

di Bagansiapiapi
al\9 syl 2017

Sﬁ' 'ARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SUURYA ARFAN

BERITA iAﬁmm KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 201¥7] NOMOR 49

a-sesuai dengan aslinya
BAGIAN HUKUM DAN HAM

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal |9 TuL| 2017

BUPAT] ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO
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Typewritten text
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User
Typewritten text
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LAMP[R&iI
PERATU

N BUPATI ROKAN HILIR

NOMOR 49 Tahun 2017
TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

A. Format Persyaratan Administratif

Surat l’ermohonan IMB

Nomor
Perihal

Dengan H
Yang bert

Yang berf

Nama
Alamad
No Tel
Email

Nama

0 e NSO R N

No KTpP
Jabatan dalam Perusahaan

Permohonan IMB

ormat,

t
epon / HP

Perusahaan

Alamdt Perusahaan

10. No Telepon Perusahan

anda tangan di bawah ini :

anda tangan di bawah ini :
Bentuk Usaha

Kepada
Yth. Bupati Rokan Hilir
Cq Kepala DPMP2TSP

di Tempat

Perseorangan/Badan Usaha/Badan Hukum

Dengan fini mengajukan permohonan lzin Mendirikan Bangunan
termasulk persyaratan pendukungnya sesuai peraturan perundang-

undan

yang berlaku.

Demikiah surat permohonan ini dan atas perhatian serta pertimbangan
Bapak/Ipu Kepala PI'SP, saya ucapkan terima kasih.

*} lingkati yang sesuai

.....................



User
Typewritten text
49 Tahun 2017


B. Formjlir Data Pemohon

Nomdgr :...........
Perihpl : Data Pemohon IMB Kepada
Yth. Bupati Rokan Hilir
CqK.epala DPMP2TSP
di Tempat
Dengan hdrmat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Bentug Usaha : Perseorangan/Badan Usaha/Badan Hukum
2. Nama L e S R C
3. B S R R R R R
4, :::‘j;pon / HP B i T B T P TRL
5. Email B e e R e T e R e
6. No 2 s AR A AT S R R e
T Jab:'i: dalam Perusahaar | ..occeeeereneriinsrisnsinnrnsisiisrissssinsensansenns
8. Nama|Perusahaan R R e R e
9. Alamdt Perusahaan
10. No Telepon Perusahan R R T R R A MR TS
11. Lokasi Bangunan yang diajukan IMB
s Jalan b s R R A R R
« Dgsa / Kelurahan e R SR R N S
+ Kecamatan T ST
Den ini mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung {IMB)
urn

[J mendirikan bangunan gedung baru. [ rehabilitasi/renovasi.

Untik :
1. Dé¢tail Bangunan Gedung :
aj Fungsi Bangunan :[ Fungsi Hunian
0 Fungsi Keagamaan
O Fungsi Usaha
O Fungsi Sosial Budaya
00 Fungsi Khusus
Luas Bangunan R R T R e e A m?
[ Tinggi Bangunan/ Lantai : .......ccceeevvvnvvneee I coviiiiiiirseansasas Lantai



2. Tafnah

a.j Total Luas tanah . m?
bt Bukti Hak Atas Tanah
’ Nama Notnalgr dan | | rasiDesa / Luas Atas
jo Dokumen S Kelurahan tanah (m?2) nama
dokumen

3. cana waktu pelaksanaan konstrulksi

(untuk nama dokumen pilih sertifikat hak atas tanah, akte jual beli
girik, petuk, dan/atau bukti kepemilikan tanah
dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.)

lainnya sesuai

-------------------------------------------

Demikian permochonan izin mendirikan bangunan gedung ini kami ajukan
untuk dapat diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Bagansiapiapi,eeciicecesnne. 2017

Pemohon

--------------



C. Sufat Pernyataan Bahwa Tanah Tidak Dalam Status Sengketa

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama IPemilik Tanah Y AR R S ............

Menygdtakan dengan sesungguhnya bahwa

1. Tagah dan bangunan gedung di lokasi tersebut tidak dalam
serjgketa/perkara. Oleh karena itu bilamana permochonan Izin
MehdirikanBangunan ini disetujui dan apabila dikemudian hari
terphyata terjadi sengketa atas tanah dan bangunan, maka kami setuju
terhadap surat lzin Mendirikan Bangunan yang diberikan untuk
ditatalkan tanpa menuntut penggantian atas seluruh biaya atau yang
telah dikeluarkan.

2. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Daerah menerapkan peraturan dan
ketentuan berkenaan dengan tata ruang yang berlaku, antara lain
befqupa pelaksanaan rencana jalan, pelebaran jalan, penerbitan garis
setppadan, saluran, jalur hijau/ruang terbuka hijau dengan mengikuti
ketentuan yang berlaku, maka kami sanggup dan bersedia:

embongkar sendiri bangunan/bagian bangunan yang terkena
claksanaanrencana jalan, pelebaran jalan, penertiban garis
empadan jalan, dengan mengikuti peraturan yang berlaku
mpadan jalan, dengan mengikuti peraturan yang berlaku.

a.

enyesuaikan penggunaan bangunan terhadap ketentuan
eruntukan tanah lokasi dimaksud berdasarkan ketentuan yang
erlaku.

a data yang ada dalam dokumen permohonan ini adalah benar dan
. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang
kami berikan tidak benar dan sah, maka kami bersedia dikenakan

si sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Se sesuatu yang timbul akibatnya berdirinya bangunan tersebut
marupakan tanggung jawab saya sepenuhnya.

yang menyatakan,
Pemohon

------------------------



D. Surat Pernyataan untuk Mengikuti Ketentuan dalam KRK

SURAT PERNYATAAN

SR

dengan iti menyatakan bahwa:

1. Pembdngunan yang dilakukan pada area/tanah yang ada akan
mengikuti ketentuan yang ada di KRK Kabupaten Rokan Hilir

2. Apabi dikemudian hari ditemui bahwa saya tidak mengikuti
ketentuan yvang ada di KRK, maka saya bersedia dikenakan sanksi
ses dengan ketentuan yang berlaku.

emikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya,
tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Bagansiapiapi, ....c.cioeeneeinnnn 2017
Pemohon

--------------------



E. Surat i’ernyataan Menggunakan Persyaratan Pokok Tahan Gempa
SURAT PERNYATAAN

Yang berthinda tangan di bawah ini :

1. Nama e R N A AR R R N SR SRR
R Tooioalt TEn ol TiIRTE 1 om0 s v o s ihusss et
3. Alam } A R R e S R R R e e e
4. Telepo R et N RS S S Y S P AR IA N A ARA 15
5. Email R A R A TN U AR

dengan irji menyatakan bahwa:

1. Saya |bersedia memenuhi persyaratan tahan gempa yang telah
ditetapkan oleh pemerintah.

2. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah
kami [berikan tidak benar dan sah, maka kami bersedia dikenakan
sanks] sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada
paksaar] maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Bagansiapiapl, ccosmsosinnis 2017
Pemohon



F. Surat Pemyataan Menggunakan Desain Prototipe

SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama T Ny ST R PSP~ ST P T
2. Teripat ) THSEORL AT £ cusmseanmsninnssiomiss s e ssais meiess eoe to paess e ias
3. Alamay B o R A L A A SR B ¥ B AR
4. Tclepl T
5. Email B S PR T B S R SR R i

i menyatakan bahwa:
ersedia menggunakan desain prototip yang disediakan untuk

Demiki surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada
paksaa:ﬂnaupun tekanan dari pihak manapun juga.

Bagansiapiapi,......ccceivavenn. 2017

Pemohon






2) Gunung-Gunung/Ampig

Bingkai gunung-gunung/ampig terbuat dari beton bertulang
dengan spesifikasi sebagai berikut:

a) ukuran bingkai 15 x 12 cm;

b) tulangan utama dengan diameter 10 mm,;
c) tulangan begel dengan diameter 8 mm; dan
d) tebal selimut beton 10 mm.

Gunung-gunung/ampig terbuat dari susunan bata yang
" direkatkan dengan campuran mortar (perbandingan 1 semen :
4 pasir : air secukupnya) dan diplaster.

Penggunaan bahan yang ringan seperti papan dan Glassfibre
Reinforced Cement (GRC) juga dianjurkan untuk
meminimalkan dampak apabila gunung-gunung/ampig robch
pada saat terjadi gempa.

bingkai beton bertulang

gunung-gunung dari
pasangan bata

Gambar 32. Gunung-Gunung/Ampig



Tebal selimut beton 1 cm

Gambar 33. Tulangan Pada Bingkai Gunung-Gunung/Ampig

3} Ikatan Angin

Ikatan angin berfungsi sebagai pengikat antar kuda-kuda
kayu, antar gunung-gunung/ampig, atau antara kuda-kuda
kayu dengan gunung-gunung/ampig agar berdiri tegak, kokoh,

dan sejajar.



ANTAR KUDA-KUDA

Gambar 34, Ikatan Angin Sebagai Pengikat Antar Kuda-Kuda Kayu

ANTAR AMPIG

Gambar 35. Ikatan Angin Sebagai Pengikat Antar Gunung-Gunung/Ampig

KAYU 6/12

Gambar 36. Ikatan Angin Antara Kuda-Kuda Kayu
dengan Gunung-Gunung/Ampig



baut 10 mm

bingkai ampig dari beton
bertulang p e P kayu 6/12

menggunakan

Gambar 37. Pertemmuan Antara Ikatan
dengan Gunung-Gunung/Ampig

Gambar 38. Detail Pertemuan Antara Ikatan Angin
dengan Gunung-Gunung/Ampig



Bingkail ampig
dari Beton bertulang

Ikatan angin
menggunakan kayu 6/12

Baut@ 10 mm

Kuda kuda kayu

= Tiatan angin
menggunakan kayu 6/12

Baut @ 10 mm

Gambar 39, Detail Pertemuan Antara [katan Angin
dengan Gunung-Gunung/ Ampig

Dinding

Dinding berfungsi sebagai pembatas dan tidak menopang beban.
Dinding terbuat dari pasangan batu bata yang direkatkan oleh
spesi/siar dengan perbandingan campuran 1 semen : 4 pasir ! air
secukupnya. Luas dinding maksimal adalah 9 m? sehingga jarak
palling jauh antar kolom adalah 3 m.
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Gambar 41, Proses Pemasangan Batu Bata Untuk Dinding

Untuk menambah kekuatan, dinding diplaster dengan campuran
mortar (perbandingan campuran 1 semen : 4 pasir : air secukupnya)
ketebalan 2 cm.
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Dinding diplaster dengan
mortar ketebalan 2 cm.

Luas area dinding antar
kolom paling luas 9 m”.

Gambar 42. Luas Maksimum Dinding dan Jarak Maksimum Antar

Kolom

Hj.lbungan Antar Elemen Struktur

luruh elemen struktur bangunan tahan gempa harus menjadi satu
satuan sehingga beban dapat ditanggung dan disalurkan secara
oporsional. Struktur bangunan juga harus bersifat daktail/elastis
hingga dapat bertahan apabila mengalami perubahan bentuk pada
lat terjadi bencana gempa.

1bungan antar elemen struktur bangunan rumah tinggal tunggal
han gempa terdiri dari:

hubungan antara pondasi dengan balok pengikat/ sloof;

hubungan antara balok pengikat/ sloof dengan kolom;

hubungan antara kolom dengan dinding;

hubungan antara kolom dengan balok keliling/ ring;

hubungan antara balok keliling/ ring dengan kuda-kuda kayu; dan
angkur gunung-gunung.




a. Hubungan Antara Pondasi dengan Balok Pengikat/ Sloof
ntuk menghubungkan pondasi ke balok pengikat/sloof ditanam
angkur besi dengan jarak paling jauh tiap angkur adalah 1 m.

Balok Pengikat/
Sloof

Angkur besi

Pondasi
Batu Kali

Adukan beton
s

Gambar 43. Hubungan Antara Pondasi dengan Balok Pengikat/ Sioof

b.| Hubungan Antara Balok Pengikat/ Sloof dengan Kolom

Pada hubungan antara balok pengikat/ sioof dengan kolom, tulangan
kolom diteruskan dan dibengkokkan ke dalam balok pengikat/ sloof
dengan ‘panjang lewatan’ paling pendek 40 x diameter tulangan atau
40 cm (40 dikali 10 mm).

) g g N ) Sabiaens o et



G. Surat

Pernyataan Menggunakan Perencana Konstruksi Bersertifikat

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Na

2. Tempat/Tanggal Lahir :
3. Alamdt s
4. Telepdn

5 E
dengan i

1. Apabi
kami
sesua

2. Saya
sebag

hi menyatakan bahwa:

a dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah
berikan tidak benar dan sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi
| dengan ketentuan yang berlaku.

bersedia menggunakan penyedia jasa perencanaan dengan data
hi berikut:

a. Na.Tna perusahaan

. Alg

'mat

b
C. N:Ea Penanggungjawab perusahaan :
d. Nama

penanggungjawab
Perencanaan arsitektur

Nomor sertifikat keahlian

Nomor ijin bekerja perencana :

e. Nama penanggungjawab

f. Na

L ]

Perencanaan struktur
Nomor sertifikat keahlian
Nomor ijin bekerja perencana :

ma penanggungjawab
Perencanaan utilitas

(mEekanikal/elektrikal)

Demikiai
paksaan

Nomor sertifikat keahlian
Nomor ijjin bekerja perencana :

1 surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada
maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Bagansiapiapi,.......ccceiieinnnns 2017

Pemohon

--------------------------




H. Surat{Pernyataan Menggunakan Pelaksana Konstruksi Bersertifikat

KOP SURAT PERUSAHAAN
(untulkt badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum) Atau
NAMA DAN ALAMAT PENGUSAHA

(untuk usaha persecrangan)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1.Nama D AR A A R4 R R A A
2. Jabatgn O N A AR R S MR
3. Tempat/Tanggal Lahir b i A R R AR R
4. Alamat R e e R
S Tclepoll yane bins MbabMngl & coomammnssammrmnsomrs s s
6. Email E S T S S R Tp——

dengan ihi menyatakan bahwa:

1. Segala data yang ada dalam dokumen permohonan ini adalah benar dan
sah.

2. Apabi

la dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah
erikan tidak benar dan sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi

No

Demikiafp surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada
paksaan|maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Bagansiapiapi,.....ccooveviicncnnnnen. 2017

Pemohon
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1. Surat

Pernyataan  Menggunakan Pengawas Konstruksi  Yang

Bertanggung Jawab Kepada Pemohon

SURAT PERNYATAAN

Yang begtanda tangan dibawah ini :

. N

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

. Tempat/Tanggal Lahir

. Telepén B R R

. Emai

1
2
3. Alamgt G B AR R SRS
4
5

-------------------------------------------------

dengan ihi menyatakan bahwa:

. Apabila

dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah

saya befiikan tidak benar dan sah, maka saya bersedia dikenakan sanksi

sesuai g

engan ketentuan yang berlaku.

2. Saya bersedia menggunakan penyedia jasa pengawas dengan data sebagai
berikijit:

a. Nama perusahaan

b. Alamat

c. N

Pengaw.
ban
dan

Penanggungjawab perusahaan :

ini bertanggung jawab penuh terhadap pembangunan/atau
yang berdiri baik menyangkut kekuatan kontruksi, kekokohan
itas struktur bangunan serta keselamatan umum dilingkungan

sekitarnya dalam pelaksanaan pembangunan. Pengawas ini bertanggung

jawab k

pada penyewa jasa terhadap pengawasan yang dilakukan.

Demikiagp surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada

paksaan

maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Bagansiapiapi,.......c.c.vv... 2017

Pemohon

o4 BUPATHROKAN I—HL&/

J SUYATNO




LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR

NOMOR

TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

HERSYARATAN POKOK TAHAN GEMPA DAN DESAIN PROTOTIPE

BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA 1 (SATU) LANTAI

A. Pgrsyaratan Pokok Tahan Gempa

Persyaratan pokok tahan gempa merupakan panduan praktis dalam
pempangunan bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai dengan

fun:

51 hunian. Pemenuhan persyaratan pokok tahan gempa ini

berthjuan untuk mewujudkan bangunan rumah tinggal tunggal yang lebih
amah terhadap dampak kerusakan yvang diakibatkan oleh bencana gempa

N~ g

i. Persyaratan pokok tahan gempa meliputi:

ualitas bahan bangunan yang baik;

eberadaan dan dimensi struktur yang sesuai;

eluruh elemen struktur utama tersambung dengan baik; dan
utu pengerjaan yang baik.

ikatan angin bingkai beton bertulang

kuda-kuda kayu gunung-gunung dari
pasangan bata

balok

keliling/ring dari

beton bheTTO
balok pengikat/sloof darl
beton bertulang

dinding % b
telah flip - :
kolo s 1 batu kali
Tinggal Tunggal

1. Bahan Bangunan

B
tg

Fhan bangunan yang dipergunakan dalam pembangunan bangunan
han gempa harus berkualitas baik dan proses pengerjaan yang benar.




Beton

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat campuran
beton adalah:

1) Campuran beton terdiri dari 1 semen : 2 pasir : 3 kerikil : 0,5
air.

Perlu diperhatikan penambahan air dilakukan sedikit demi
sedikit dan disesuaikan agar beton dalam keadaan pulen (tidak
terlalu encer dan tidak terlalu kental).

1 semen : 2 pasir : 3 kerikil air secukupnya dituang
sedikit demi sedikit

Gambar 2. Pencampuran Beton

E e T

Gambar 4. Pengujian Sederhana Dengan Menggunakan Cetakan dan
Mengukur Selisih Ketinggian dengan Cetakan




2) Ukuran kerikil yang baik maksimum 20 mm dengan gradasi
yang baik.

Gambar 5. Diameter Kerikil Yang Baik Untuk Campuran Beton

3} Semen vang digunakan adalah semen tipe 1 yang berkualitas
sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Gambar 6. Contoh Semen Tipe 1

Mortar

Campuran volume mortar memiliki perbandingan 1 semen : 4
pasir bersih : air secukupnya. Pasir yang dipergunakan sebaiknya
tidak mengandung lumpur kaena lumpur dapat mengganggu
ikatan dengan semen.



Gambar 9. Hasil Pencampuran Mortar Yang Baik



Batu Pondasi

Pondasi terbuat dari batu kali atau batu gunung yang keras dan
memiliki banyak sudut agar ikatan dengan mortar menjadi kuat.

Gambar 11. Pondasi Dari Batu Kali/Gunung

Batu Bata

Batu bata yang digunakan harus memenuhi syarat:
1) bagian tepi lurus dan tajam;

2) tidak banyak retakan;

3) tidak mudah patah; dan

4) dimensi tidak terlalu kecil dan seragam.

Selain itu, batu bata yang baik akan bersuara lebih denting ketika
dipukulkan satu sama lain.

Gambar 12. Kualitas Batu Bata Yang Baik
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Gambar 14. Dimensi Batu Bata Yang Baik Digunakan Dalam Pembangunan

Sebelum batu bata dipasang lakukan perendaman bata sekitar 5-
10 menit hingga tercapai jenuh permukaan kering pada bata,
kemudian dikeringkan sebelum direkatkan dengan mortar. Hal ini
dilakukan agar tingkat penyerapan bata terhadap air campuran
mortar tidak terlalu cepat, karena pengeringan yang terlalu cepat
mengakibatkan ikatan menjadi kurang kuat.



Gambar 15. Perendaman Batu Bata Sebelum Dipasang

Batu bata yang baik pada saat direndam tidak mengeluarkan
banyak gelembung dan tidak hancur.

Kayu
Kayu yang digunakan harus berkualitas baik dengan ciri-ciri:

1) keras;

2) kering;

3) berwarna gelap;

4) tidak ada retak; dan
5) lurus.

2

Gambar 16. Kayu Yang Baik Digunakan Dalam Pembangunan

truktur Utama

fruktur utama bangunan rumah tinggal tunggal terdiri dari:
pondasi;

balok pengikat/ sloof;

kolom;

balok keliling/ ring; dan
struktur atap.

roses konstruksi struktur utama harus memperhatikan ketepatan
mensi dan melalui metode yang benar.




a. | Pondasi

Pada kondisi tanah yang cukup keras, pondasi yang terbugt dari
batu kali dapat dibuat dengan ukuran sebagai berikut:

dpursnuunnnnnn sensssnmunennsanfp

Pasangan
batu kali

-.-.--’

260 ¢m

daanuunnnann

Batu kosong/
g hanstamping

Lantai kerja pasir
10-4{20cm

FTEINTEEITRTRINTRIAER 3

Gambar 17. Pondasi

b.| Balok Pengikat/ Sloof
Balok pengikat/sloof memiliki spesifikasi sebagai berikut:

1) ukuran balok pengikat/sloof 15 x 20 cm;

2} diameter tulangan utama 10 mm;

3} diameter tulangan begel 8 mm;

4) jarak antar tulangan begel 15 cm; dan

5) tebal selimut beton dari sisi terluar begel 15 mm.

tulangan utama
1,5¢cm

tulangan begel

Gambar 18. Dimensi Tulangan Balok Pengikat/ Sioof




Gambar 19. Balok Pengikat/ Sloof

Kolom
Kolom memiliki spesifikasi sebagai berikut:

1} ukuran kolom 15 x 15 cm;

2) diameter tulangan utama baja 10 mimn;

3) diameter tulangan begel baja 8 mm;

4) jarak antar tulangan begel 15 cm; dan

5) tebal selimut beton dari sisi terluar begel 15 mm.

15emiA T 15cm
!l‘scm {lll.!'l'lll"..'lllll}

Tulangan utama ‘:F;_ - v Bt T A

diameter 10 mm .

1 :

:15¢cm

Tulangan begel E

diameter 8 mm [ -
W

"
Gambar 20. Dimensi Tulangan Kolom
Balok Keliling/ Ring

Balok keliling/ ring memiliki spesifikasi sebagai berikut:

1) ukuran balok keliling/ring 12 x 15 cm;

2) diameter tulangan utama baja 10 mm;

3) diameter tulangan begel baja 8 mm;

4) jarak antar tulangan begel 15 cm; dan

5) tebal selimut beton dari sisi terluar begel 15 mm.



Gambar 21. Dimensi Tulangan Balok Keliling/ Ring

e (\m o

Gambar 22. Balok Keliling/ Ring

Pemasangan bagian ujung tulangan begel pada balok
pengikat/ sloof, kolom, dan balok keliling/ring harus ditekuk paling
sedikit 5 cm dengan sudut 135° untuk memperkuat ikatan dengan
tulangan utama.

panjang
tekukan
minimal 5 cm

Gambar 23. Tekukan Ujung Tulangan Begel

Struktur Atap

Struktur atap berfungsi untuk mencpang seluruh sistem penutup
atap yang ada di atasnya. Struktur atap terdiri dari:

1) kuda-kuda kayu;

2) gunung-gunung/ampig; dan
3) ikatan angin.



ikatan angin bingkal beton bertulang

kuda-kuda kayu gunung-gunung dari

pasangan bata

Gambar 24. Struktur Atap

1) Kuda-kuda Kayu

Kuda-kuda kayu digunakan sebagai pendukung atap dengan
bentang paling panjang sekitar 12 m. Konstruksi kuda-kuda
kayu harus merupakan satu kesatuan bentuk yang kokoh
sehingga mampu memikul beban tanpa mengalami perubahan.
Kuda-kuda kayu diletakkan di atas dua kolom berseberangan
selaku tumpuan.

i foetsis

Gambar 25. Kuda-Kuda Kayu



Detall 1

Gording 8/12 €'

Plat bala tebal 4 mm dan labar 40 mm
atau Papan tebal 20 lebar 100 mm<€
Baut min. @10 mm 1

Detail 2

Detail 3

Piat baja tebal 4 mm dan lebar 40 nim
atau Papan tabal 20 labar 100 mm ¢
Baut min. @ 10 mm

Detail 4.

Gambar 27. Kuda-kuda Kayu Pada Atap Rumah Tinggal

Ikatan antar batang pada kuda-kuda kayu diperkuat dengan plat
baja dengan ketebalan 4 mm dan lebar 40 mm atau papan dengan
ketebalan 20 mm dan lebar 100 mm.



Gambar 29. Pemasangan Plat Baja Pada Kuda-kuda Kayu



Baut 10 mm

i i e

Gambar 30. Dimensi Plat Baja dan Baut Sebagai Pengikat Kuda-Kuda Kayu

Gambar 31. Pemasangan Plat Baja Pada Kuda-Kuda Kayu "
Menggunakan Bor Listrik



bata ﬁ& pdng-gunung.
Diafneterminimum 10 mm i
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r's panjang 40 cm. o '}il‘-‘-‘; N
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Gambar 52, Hubungan Angkur Pada Gunung-G

Gambar 53. Hubungan Antara Tulangan Bingkai Gunung-Gunung/Ampig
dengan Tulangan Kolom dan Balok Keliling/ Ring

4. Pdngecoran Beton

Pgngecoran beton baik pada kolom maupun balok
harusmemperhatikan hal-hal sebagai berikut:

pastikan cetakan/ bekisting benar-benar rapat dan kuat/kokoh;
pada pengecoran kolom dilakukan secara bertahap setiap 1 m;
pada saat pengecoran harus dipastikan adukan di dalam cetakan

padat dan tidak berongga untuk menghindari ada bagian yang
keropos;

g ®

&




d. | pelepasan cetakan/bekisting paling sedikit 3 hari setelah
pengecoran.

Urjtuk  mempermudah  pelepasan cetakan/ bekisting  dapat
menggunakan minyak yang dilumurkan ke  permukaan
cetfakan/ bekisting.

»

i, by A

Gambar 55. Pemasangan Cetakan/Bekisting Untuk Kolom

a.| Pengecoran Kolom

Pengecoran kolom dilakukan secara bertahap setiap 1 m.




Gambar 57. Pemadatan Beton Dengan Memukul-mukul Cetakan/Bekisting dan
Campuran Beton Dirojok Menggunakan Besi atau Bambu

Gambar 58. Hasil Pengecoran

. Pengecoran Balok

Pada pengecoran balok keliling/ring, tulangan dirangkai di atas
dinding. Cetakan/bekisting pada balok yang menggantung harus




diberi penyangga di bawahnya menggunakan kayu atau bamboo
yang kuat menahan beban campuran beton.

Tulangan balok keliling/ring

dirangkai di atas dinding

Gambar 59. Perangkaian Tulangan Balok Keliling/ Ring Di Atas Dinding



Penyangga cetakan/
bekisting

Gambar 60. Penyangga Cetakan / Bekisting Menggunakan Bambu

Cetakan.bekisting dapat dilepas setefah
3 hari (untuk balok yang menumpu
dinding) pada balok gantung baru hisa
dilepas setelah 14 hari

Gambar 61. Pelepasan Cetakan/Bekisting

Untuk balok yang menumpu pada dinding, cetakan/ bekisting dapat dilepas
setelah 3 hari, sedangkan untuk balok yang menggantung baru dapat
dilepas setelah 14 hari.
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Gambar 49. Tulangan Kolom Yang Akan Dibengkokkan
Ke Dalam Balok Keliling/ Ring

.| Hubungan Antara Balok Keliling/ Ring dengan Kuda-Kuda Kayu

Pengikatan kuda-kuda pada balok keliling/ring dilakukan dengan
menanam angkur atau baut dengan diameter paling kecil 10 mm.

Angkur/baut tanam diameter paling
kecil 10 mm menyambungkan kuda-
v kuda dengan baiok ring.

Balok ring

ding 6/12

Gambar 50. Hubungan Antara Balok Keliling/ Ring dengan Kuda-Kuda Kayu

Pengikatan kuda-kuda pada balok keliling/ring dapat juga dapat
dilakukan dengan cara menanam angkur besi ke dalam balok
keliling/ring kemudian angkur diputar menggunakan pipa besi.




Sy —

Gambar 51. Pengikatan Kuda-Kuda Kayu Pada Balok Keliling/ Ring
Menggunakan Angkur

Angkur Gunung-Gunung

Dalam pasangan bata pada gunung-gunung diberi angkur setiap 6
lapis bata. Penggunaan angkur dengan diameter paling kecil 10
mm dan panjang minimal 40 cm.
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